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ABSTRAK 

 

 

Pemerintah memberikan fasilitas fiskal berupa pembebasan pajak senilai 

Rp50,95 miliar untuk 1,2 juta vaksin Sinovac yang tiba di Indonesia, dengan nilai 

impor diperkirakan mencapai US$ 20,5 juta. Tidak hanya mendapatkan 

pembebasan bea masuk dan/atau cukai, vaksin tersebut juga tidak dipungut Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Penjualan Barang Mewah 

(PPnBM), serta dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Fasilitasi fiskal 

tersebut digunakan untuk penanganan pandemi covid-19 sebagaimana dituangkan 

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2020 Tentang 

Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19). Dalam pengadaan vaksin 

sinovac yang digunakan untuk menanggulangi pandemi covid-19, PPN yang 

seharusnya dikenakan atas barang impor tersebut, dibebankan kepada negara, 

bukan kepada pihak yang mengirim atau yang menggunakan vaksin tersebut. 

Sekalipun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/Pmk.04/2020 

dinyatakan bahwa vaksin tersebut tidak dipungut PPN, tetapi dalam Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 143 /Pmk.03/2020 disebutkan bahwa PPN tersebut 

terutang dan kewajiban negaralah yang membayarnya. Berdasarkan kondisi 

tersebut, perlu dilakukan kajian hukum lebih mendalam mengenai 

pertanggungjawaban terhadap pemberian intensif PPN pada vaksin sinovac yang 

dibebankan kepada negara sebagai subjek pajak yang dipungut PPN. 

Pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas 

pemerintah terhadap manajemen keuangan negara. Kajian hukum ini dilakukan 

dengan penelitian menggunakan metode yuridis normatif, didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban 

keuangan negara dan hukum perpajakan yang ada di Indonesia. 

 

Kata Kunci : Vaksin Sinovac, Pajak Pertambahan Nilai, Bebas Pajak 
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ABSTRACT 

 

The government provided fiscal facilities in the form of tax exemptions 

worth IDR 50.95 billion for 1.2 million Sinovac vaccines that arrived in 

Indonesia, with an import value estimated about US$ 20.5 million. Not only 

getting exemption from import customs and/or excise, the vaccine is also not 

subjected to Value Added Tax (VAT), Sales Tax on Luxury Goods, and Article 22 

of Income Tax. The fiscal fasilitation is used for handling the covid-19 pandemic 

as stated in Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 99 of 

2020 concerning Vaccine Procurement and Vaccination Implementation in the 

Context of Combating the 2019 Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic. In 

procurement of the Sinovac vaccine, which is used to deal with the COVID-19 

pandemic, the VAT that should be imposed on the imported goods is charged to 

the government, not to the party who sent or used the vaccine. Even though in the 

Minister of Finance Decree Number 188/Pmk.04/2020 stated that the vaccine is 

non VAT object, but in the Minister of Finance Decree Number 143/Pmk.03/2020 

stated that the vaccine is not VAT exempted and it is government obligation to 

pay. Based on these conditions, it is necessary to conduct a more in-depth legal 

study regarding the responsibility for the intensive allocation of VAT on the 

Sinovac vaccine which is charged to the government as a tax subject for which 

VAT is levied. This responsibility is a form of government transparency and 

accountability for its financial management. This legal study is carried out by 

research using normative juridical methods, based on laws and regulations 

related to state financial accountability and tax law in Indonesia. 

 

Key Words: Sinovac Vaccine, Value Added Tax, Tax Exemptions 
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